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Abstrak

Pengembangan desa wisata dalam kerangka otonomi daerah menjadi strategi utama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Otonomi daerah memungkinkan pemerintah setempat memiliki kewenangan lebih dalam
mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis dampak desentralisasi terhadap pengelolaan desa wisata di DIY serta
membandingkannya dengan studi kasus dari negara lain. Metode penelitian yang digunakan
adalah literature review berbasis bibliometrik, dengan analisis menggunakan VOSviewer dan
Publish or Perish untuk mengidentifikasi tren penelitian dan gap dalam literatur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa desentralisasi berperan penting dalam mendukung Kkebijakan
pengembangan desa wisata melalui peningkatan partisipasi masyarakat, pengelolaan sumber
daya berbasis lokal, serta inovasi dalam pemasaran pariwisata. Namun, terdapat tantangan
berupa koordinasi kebijakan pusat-daerah, keterbatasan akses pendanaan, serta variasi dalam
tingkat partisipasi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya sinergi
antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal guna memastikan keberlanjutan
pengelolaan desa wisata di bawah otonomi daerah.

Kata Kunci: Desentralisasi, Otonomi Daerah, Desa Wisata, Pengelolaan Pariwisata,
Pemberdayaan Masyarakat.

Abstract

The development of tourism villages within the framework of regional autonomy is a key strategy in
improving the welfare of local communities, especially in the Special Region of Yogyakarta (DIY).
Regional autonomy allows local governments to have more authority in managing and developing
the community-based tourism sector. This study aims to analyze the impact of decentralization on
the management of tourism villages in Yogyakarta and compare it with case studies from other
countries. The research method used is a bibliometric-based literature review, with analysis using
VOSviewer and Publish or Perish to identify research trends and gaps in the literature. The results
show that decentralization plays an important role in supporting tourism village development
policies through increased community participation, local-based resource management, and
innovation in tourism marketing. However, there are challenges in the form of central-local policy
coordination, limited access to funding, and variations in the level of community participation. The
conclusion of this study emphasizes the need for synergy between the government, private sector,
and local communities to ensure the sustainability of tourism village management under regional
autonomy.

Key Words: Decentralization, Regional Autonomy, Tourism Village, Tourism Management,
Community Empowerment.
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A. Pendahuluan

Pengembangan desa wisata telah menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan
ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia,
khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). DIY, dengan kekayaan budaya dan alamnya,
menawarkan potensi besar untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang dapat
memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, desentralisasi dan
otonomi daerah memainkan peran kunci dalam mendorong inisiatif ini, memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merancang
kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Alimi & Darwis, 2023; Ramadhan & Prasetijo,
2023).

Desentralisasi merupakan proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab dialihkan dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah, sebagai kelanjutan dari
desentralisasi, memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk mengatur urusan
lokal, termasuk pengembangan pariwisata. Teori ini mendasari perubahan paradigma dari
kontrol pusatistik menuju kemandirian lokal, yang sangat penting dalam pengembangan desa
wisata. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
keberhasilan program-program pembangunan (Savitri et al.,, 2023; Wibowo & Belia, 2023).

DIY merupakan contoh menarik dalam konteks pengembangan desa wisata. Dengan
dukungan kebijakan otonomi daerah, DIY memiliki kemampuan untuk merancang program
pembangunan yang berkelanjutan. Studi kasus dari daerah lain, seperti Bali dan Lombok,
menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata yang terdesentralisasi dapat meningkatkan
kesejahteraan lokal sambil melestarikan lingkungan dan budaya (Styaningrum, 2021; Wibowo &
Belia, 2023). Di DIY, desa-desa wisata seperti Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata
Pentingsari telah berhasil menarik wisatawan dengan menawarkan pengalaman budaya yang
autentik dan keindahan alam yang memukau.

Meskipun potensi yang besar, pengembangan desa wisata di DIY juga menghadapi sejumlah
tantangan. Koordinasi antarinstansi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, partisipasi
masyarakat lokal, dan pendanaan yang memadai merupakan beberapa isu yang perlu diatasi.
Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program pengembangan desa wisata sangat
bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat (Wali et
al,, 2024; Maryanti, 2022).

Di tengah tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang dan inovasi yang dapat
dieksplorasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemasaran pariwisata lokal,
pengembangan homestay berbasis masyarakat, dan pengembangan produk wisata berbasis
budaya lokal merupakan beberapa contoh yang dapat meningkatkan daya tarik desa wisata
(Wahid & Athoillah, 2024; Ahmad, 2022). Studi kasus dari Thailand, yang berhasil
mengembangkan model komunitas homestay, dapat memberikan inspirasi bagi DIY dalam
mengembangkan desa wisata yang berkelanjutan (Saputra & Agustina, 2021).

Pengembangan desa wisata dalam kerangka otonomi daerah di DIY menunjukkan potensi
besar untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal sambil melestarikan warisan budaya dan
alam. Dengan memanfaatkan konsep desentralisasi dan otonomi daerah secara optimal, DIY
dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pariwisata yang
berkelanjutan. Sebagai Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, penting untuk
memastikan bahwa kebijakan ini terimplementasi secara efektif dan berkelanjutan, serta
mendorong partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam setiap tahap pengembangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka Peneliti tertarik untuk melakukan penenlitian dengan
judul “Pengembangan Desa Wisata dalam kerangka Otonomi Daerah Di DIY”.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah sistem literatur review yang bertujuan
untuk mengidentifikasi gap dan novelty dalam pengembangan desa wisata di DIY, dengan fokus pada
desentralisasi dan otonomi daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan
menganalisis informasi dari berbagai sumber yang relevan, sehingga dapat memberikan gambaran yang
lebih komprehensif mengenai isu-isu yang ada dalam konteks pengembangan desa wisata. Penelitian ini
juga mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di
masyarakat lokal, serta dampak dari kebijakan otonomi daerah terhadap pengembangan desa wisata
(Susanto, 2023; Swasono & Budiyono, 2021; Salam et al,, 2024).
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Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal
ilmiah, scopus, buku akademik, laporan kebijakan pemerintah, dan dokumen relevan lainnya. Data ini
mencakup kajian tentang desentralisasi, otonomi daerah, dan pengembangan desa wisata. Misalnya,
penelitian oleh Susanto (2023) menguraikan peran stakeholders dalam pengembangan desa wisata, yang
memberikan wawasan penting tentang bagaimana kolaborasi antar pihak dapat meningkatkan efektivitas
pengembangan desa wisata. Selain itu, laporan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan
pengembangan pariwisata di daerah juga menjadi sumber data penting untuk memahami konteks
kebijakan yang mendasari otonomi daerah di DIY (Swasono & Budiyono, 2021; Darmayanti et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Publish or Perish untuk
mengekstrak literatur ilmiah yang relevan dari berbagai basis data akademik seperti Google Scholar,
Scopus, dan Web of Science. Proses ini meliputi beberapa langkah:

a. Penentuan Kata Kunci: Kata kunci yang digunakan mencakup "desentralisasi pariwisata", "otonomi
daerah desa wisata"”, dan "pengelolaan desa wisata berbasis komunitas". Kata kunci ini dirancang
untuk menangkap berbagai aspek yang relevan dengan topik penelitian.

b. Penyaringan Literatur: Literatur disaring berdasarkan tahun publikasi, relevansi tematik, dan
jumlah sitasi untuk memastikan kualitas sumber data. Hal ini penting untuk mendapatkan informasi
yang terkini dan relevan dengan konteks penelitian (Qadiri & Wicaksono, 2023; Rizal et al,, 2023;
Widiyarta et al., 2021).

c. Ekstraksi Data: Data utama dari literatur yang telah terpilih diekstraksi untuk analisis lebih lanjut.
Proses ini mencakup pengumpulan informasi tentang metodologi, temuan, dan rekomendasi dari
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata (Purba & Nawangsari,
2022; Sianturi et al., 2021; Giyarsih & Wulandari, 2024).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan aplikasi VOSviewer untuk memetakan jaringan
hubungan antar-literatur dan mengidentifikasi gap penelitian. Langkah-langkah analisis meliputi:

a. Pemrosesan Bibliometrik: Menggunakan VOSviewer untuk mengidentifikasi tren penelitian, kata
kunci utama, dan hubungan antar-topik dalam literatur terkait. Analisis ini membantu dalam
memahami perkembangan penelitian di bidang pengembangan desa wisata dan otonomi daerah
(Widyantoro et al.,, 2024; Alimi & Darwis, 2023).

b. Analisis Tematik: Mengelompokkan penelitian sebelumnya berdasarkan isu utama yang ditemukan.
Ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema yang sering muncul dan area yang
kurang diteliti dalam literatur (Putra, 2021; Kharisma & Juwita, 2023).

c. Identifikasi Gap Penelitian: Dengan membandingkan temuan penelitian terdahulu, peneliti dapat
merumuskan kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Gap penelitian ini penting untuk
menunjukkan bagaimana penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang ada dan memberikan
rekomendasi untuk praktik di lapangan (Darubekti et al., 2023; Suhaimi et al., 2024).

Pendekatan literatur review berbasis bibliometrik ini dipilih karena kemampuannya untuk
memberikan pemetaan yang sistematis mengenai tren penelitian serta mengungkap celah yang belum
banyak diteliti. Penggunaan Publish or Perish dan VOSviewer memungkinkan identifikasi literatur secara
komprehensif dan kuantitatif, sehingga mendukung pengambilan kesimpulan yang lebih akurat mengenai
posisi penelitian ini dalam kajian akademik yang lebih luas. Selain itu, pendekatan ini juga
memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lokal dan global dari pengembangan desa wisata, serta
bagaimana kebijakan otonomi daerah dapat mempengaruhi praktik di lapangan (Kualaria et al., 2022;
Fauzi, 2023; Wurdaningsih et al., 2023).

Metodologi penelitian ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami
pengembangan desa wisata dalam konteks otonomi daerah di DIY. Dengan menggunakan pendekatan
literatur review dan analisis bibliometrik, penelitian ini dapat mengidentifikasi gap dan kontribusi yang
dapat diberikan untuk pengembangan desa wisata yang berkelanjutan. Studi kasus dari negara lain dan
daerah di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan inovasi teknologi merupakan faktor
kunci dalam keberhasilan pengembangan desa wisata.

C. Hasil dan Pembahasan

1 Hasil

Pengembangan desa wisata dalam kerangka otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
merupakan topik yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap desentralisasi
dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kebijakan
otonomi daerah dan pengembangan desa wisata, serta membandingkannya dengan studi kasus dari
negara lain dan daerah lain di Indonesia. Dalam konteks ini, desentralisasi berfungsi sebagai alat untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya lokal,
yang pada gilirannya dapat mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis
komunitas.
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Gambar 1. Visualization Data Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi Daerah
Berdasarkan Tren Publikasi
Sumber: VosViewers, 2025

Desentralisasi adalah proses di mana kekuasaan dan tanggung jawab dialihkan dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan lokal. Menurut Engkus et al. (Engkus et al, 2021), implementasi kebijakan yang efektif
memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kondisi lingkungan lokal. Hal ini sangat relevan dalam
konteks pengembangan desa wisata, di mana kebijakan harus disesuaikan dengan karakteristik dan
kebutuhan masyarakat setempat.
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Gambar 2. Overlay Visualization Data Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi
Daerah Berdasarkan Tahun Publikasi
Sumber: VosViewers, 2025

Di DIY, desentralisasi telah mendorong peningkatan jumlah publikasi yang menyoroti hubungan
antara kebijakan otonomi daerah dan pengembangan desa wisata. Kata kunci seperti "community-based
tourism" dan "local governance" menjadi dominan dalam literatur yang ada, menunjukkan bahwa ada
kesadaran yang meningkat tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
(Engkus et al., 2021; Maulana et al., 2020). Penelitian oleh Nursahidin et al. Nursahidin et al. (2020) juga
menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk
keberhasilan implementasi kebijakan.
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Gambar 3. Density Visualization Data Pengembangan Desa Wisata dalam Kerangka Otonomi
Daerah
Sumber: VosViewers, 2025

Studi kasus dari negara lain menunjukkan bahwa desentralisasi dapat memberikan hasil yang positif
dalam pengembangan pariwisata. Misalnya, di Thailand, kebijakan desentralisasi telah memungkinkan
komunitas lokal untuk mengelola sumber daya pariwisata mereka sendiri, yang berkontribusi pada
keberlanjutan dan peningkatan pendapatan lokal (Oh et al., 2021). Dalam konteks ini, pengembangan
desa wisata di DIY dapat mengambil pelajaran dari pengalaman Thailand, di mana partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan pariwisata telah terbukti efektif.

Analisis bibliometrik menunjukkan bahwa publikasi ilmiah tentang pengembangan desa wisata di
DIY cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir, terutama setelah pemerintah daerah
mengintensifkan kebijakan desentralisasi dalam sektor pariwisata. Hal ini mencerminkan keterlibatan
akademisi dan peneliti yang semakin meningkat dalam mengeksplorasi hubungan antara kewenangan
daerah dan pembangunan desa wisata berbasis masyarakat (Smith et al, 2024; Saiful et al, 2022).
Penelitian oleh Marlian et al. Marlian et al. (2021) menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan yang baik
dapat meningkatkan kinerja implementasi, yang sangat penting dalam konteks pengembangan desa
wisata.

Gambar 1 menunjukkan bagaimana konsep desentralisasi dan otonomi daerah memiliki keterkaitan
yang erat dengan tema pengembangan desa wisata. Overlay visualization mengindikasikan bahwa ada
tren baru dalam penelitian terkait strategi pembangunan berbasis komunitas dan inovasi teknologi dalam
mendukung desa wisata di DIY. Penelitian oleh Sari et al. Sari et al. (2020) menekankan pentingnya
inovasi teknologi dalam meningkatkan daya tarik desa wisata dan mempermudah akses informasi bagi
pengunjung.

2. Pembahasan

Peran Desentralisasi dalam Pengembangan Desa Wisata
Desentralisasi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sektor pariwisata
secara lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Dalam konteks Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), kewenangan yang lebih luas memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan
kebijakan yang mendukung pengembangan desa wisata, baik dari segi regulasi, pembangunan
infrastruktur, maupun pendanaan (Wibowo & Belia, 2023). Studi yang dilakukan di Bali dan Lombok
menunjukkan bahwa penguatan kewenangan lokal dalam pengelolaan desa wisata dapat meningkatkan
daya tarik wisata berbasis budaya dan ekowisata, yang pada akhirnya memberikan dampak ekonomi
positif bagi masyarakat sekitar (Styaningrum, 2021). Namun, dalam beberapa kasus, desentralisasi yang
tidak terarah justru menimbulkan fragmentasi kebijakan, di mana kurangnya koordinasi antara
pemerintah daerah dan masyarakat menjadi tantangan utama dalam pembangunan desa wisata (Wibowo
& Belia, 2023). Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk
memastikan pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan di DIY.
Implikasi Otonomi Daerah terhadap Desa Wisata DIY

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah DIY memiliki kewenangan penuh dalam menentukan
arah pembangunan desa wisata. Beberapa desa wisata seperti Desa Wisata Nglanggeran dan Desa Wisata
Pentingsari merupakan contoh keberhasilan kebijakan otonomi daerah yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (Wali et al., 2024).
Pendekatan **community-based tourism (CBT)** yang diterapkan di Thailand juga menunjukkan hasil
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yang serupa, di mana kebijakan berbasis komunitas yang didukung oleh regulasi daerah mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan (Saputra &
Agustina, 2021). Meski demikian, beberapa daerah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, masih menghadapi
kendala dalam implementasi otonomi daerah untuk pengembangan desa wisata, terutama dalam hal
kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran daerah (Darmayanti et al, 2023). Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan otonomi daerah dalam sektor pariwisata memerlukan strategi yang
komprehensif agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata.\

Tantangan dan Strategi Keberlanjutan Desa Wisata dalam Otonomi Daerah

Meskipun otonomi daerah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan desa wisata, terdapat
beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sinergi antara
kebijakan pusat dan daerah, yang mengakibatkan adanya kebijakan yang belum sepenuhnya selaras
dengan kebutuhan lokal (Ramadhan & Prasetijo, 2023). Selain itu, minimnya akses pendanaan bagi desa
wisata juga menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan promosi wisata (Maryanti, 2022).
Partisipasi masyarakat yang bervariasi juga menjadi isu yang perlu diperhatikan, karena tidak semua
desa wisata memiliki keterlibatan komunitas yang optimal dalam pengelolaan pariwisata (Savitri et al.,
2023).

Untuk mengatasi tantangan ini, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pemerintah
daerah dapat meningkatkan kolaborasi dengan akademisi dan sektor swasta guna menciptakan kebijakan
berbasis riset yang lebih implementatif (Alimi & Darwis, 2023). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital
dapat dioptimalkan untuk promosi dan pemasaran desa wisata, sehingga dapat meningkatkan daya tarik
bagi wisatawan domestik maupun internasional (Darmayanti et al,, 2023). Regulasi daerah juga perlu
dikembangkan secara lebih fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan dinamika industri pariwisata yang
terus berkembang (Wahid & Athoillah, 2024). Dengan adanya strategi yang tepat, desa wisata dapat
menjadi sumber ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat.

Peran Strategis Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam Mendukung Desa Wisata DIY

Peran strategis dalam mendukung desa wisata di DIY sangatlah penting, terutama dalam aspek
kebijakan, pendampingan, serta fasilitasi pembangunan infrastruktur dan kapasitas masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan mencakup mendorong program pemberdayaan desa berbasis
wisata yang berorientasi pada kemandirian ekonomi masyarakat (Rustam & Ramlan, 2024). Selain itu,
akses permodalan bagi desa wisata dapat difasilitasi melalui kemitraan dengan sektor perbankan dan
industri kreatif, sehingga desa wisata memiliki sumber pendanaan yang stabil untuk mengembangkan
potensi mereka (Juanda et al., 2023). Kerja sama dengan daerah lain juga menjadi langkah penting dalam
berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan desa wisata berbasis komunitas (Purwaningtyas et al., 2024).

Dalam implementasinya, kebijakan berbasis otonomi daerah harus terus disempurnakan untuk
memastikan bahwa manfaat pengembangan desa wisata dapat dirasakan secara merata oleh seluruh
lapisan masyarakat. Dengan demikian, DIY dapat menjadi model percontohan dalam pengelolaan desa
wisata berbasis desentralisasi yang berkelanjutan (Susanto, 2023).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi berperan penting
dalam mendukung pengembangan desa wisata di DIY dengan memberikan kewenangan kepada
pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun,
implementasi desentralisasi yang tidak terarah dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan
sehingga memerlukan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Otonomi
daerah telah memberikan fleksibilitas bagi DIY untuk mengelola desa wisata, yang dibuktikan
dengan keberhasilan beberapa desa wisata seperti Nglanggeran dan Pentingsari. Meski
demikian, masih terdapat tantangan dalam pengembangan desa wisata, termasuk kurangnya
sinergi kebijakan pusat dan daerah, keterbatasan pendanaan, serta tingkat partisipasi
masyarakat yang bervariasi. Oleh karena itu, strategi kolaboratif yang melibatkan pemerintah
daerah, akademisi, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan desa
wisata. Peran Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan juga sangat krusial dalam
memfasilitasi pengembangan desa wisata melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan
masyarakat, akses permodalan, serta kerja sama antar daerah.
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